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Penulis
ABSTRACK
This research is a study on the BPRS Sukowati Sragen with the title
“analysis of implementation of PSAK 105 to finance accounting of mudharabah.
Mudharabah is a form of cooperaion between the owner of the funds (shahibul
maal) with the funds manager (mudharib) where the profit of bussiness is devided
according to the collective agreement made at the begening of agreement.
Mudharabah financing has been arranged in PSAK 105 that includes the
treatment on implementation of recognition, measurement, presentation and
disclosure of mudharabah financing.
The formulation of the problem on this research is how the mechanism of
mudharabah financing in BPRS Sukowati Sragen, and whether the
implementation of the accounting treatment of the recognition, measurement,
presentation, and disclosure of mudharabah financing in BPRS Sukowati Sragen
are in accordance with PSAK 105. The method used in this study is a qualitative
methid by using descriptive analysis, which provide a description of the
accounting treatment of mudharabah financing ranging from the recognition,
measurement, presentation, and disclosure on BPRS Sukowati Sragen.
The result of the analysis states that the accounting treatmen of
mudharabah financing on BPRS Sukowati Sragen has been done properly and in
accordanse with PSAK 105 start from the recognition, measurement,
presentation, and disclosure about mudharabah financing. For expenses incurred
related to the mudharabah financing is not described in PSAK 105. The
recognition in relation with expenses arising equal to the amount of money
received by the bank.
Keywords : accounting Treatment, PSAK 105, Mudharabah Financing
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian pada BPRS Sukowati Sragen dengan
judul "Analisis Penerapan PSAK 105 untuk Pembiayaan Mudharabah.
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan
pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan
kolektif yang dibuat pada saat dimulainya kesepakatan. Pembiayaan mudharabah
telah diatur dalam PSAK 105 yang mencakup perlakuan terhadap penerapan
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme
pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati Sragen, dan apakah penerapan
perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati Sragen sesuai dengan
PSAK 105. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan menggunakan analisis deskriptif, yang memberikan gambaran perlakuan
akuntansi pembiayaan mudharabah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan keterbukaan informasi pada BPRS Sukowati Sragen.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan
mudharabah terhadap BPRS Sukowati Sragen telah dilakukan dengan benar dan
sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan tentang pembiayaan mudharabah. Untuk biaya yang terjadi
sehubungan dengan pembiayaan mudharabah tidak dijelaskan dalam PSAK 105.
Pengakuan sehubungan dengan biaya yang timbul sama dengan jumlah uang yang
diterima oleh bank.
Kata kunci: perlakuan akuntansi, PSAK 105, pembiayaan Mudharabah.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan strategis
dalam menyerasikan dan pengembangkan pembangunan nasional. Kegiatan utama
dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena
fungsi Bank sebagai perantara (intermediatory) antara pihak-pihak pemilik dana
(surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (luck of funds). Sebagai agen
development Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian
bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai
financial intermediatory (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi
terhadap pendapatan negara (Hermansyah, 2006: 48).
Secara filosofis, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya menghindari
transaksi yang dilarang agama Islam. Penghindaran bunga yang dianggap riba
merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.
Belakangan ini para ekonom muslim telah memberikan perhatian besar guna
menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan
dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan guna
membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap
pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan (Machmud dan
Rukmana, 2013: 4).
Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional ekonomi
islam menawarkan sistem bagi hasil ketika pemilik modal (surplus spending unit)
bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan
usaha. Bagi hasil memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan system
bunga yaitu (Ascarya, 2011: 20) :
1. Bagi hasil merupakan sebuah instrument untuk mensejahterakan rakyat
dan terbebas dari transaksi yang dilarang agama;
2. Pembagian  laba/nisbah ditentukan diawal dengan  melihat potensi usaha
yang dilakukan mudharib;
3. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan
apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama;
4. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang
tereksploitasi (didzalimi). Bagi hasil dapat berbentuk musyarokah atau
mudharabah dengan berbagai variasianya.
Pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat di Indonesia,
baik dari berbagai golongan, untuk menikmati fasilitas Bank, karena sebagian
besar bank konvensional dan bank syariah hanya mencakup untuk kalangan
menengah dan menengah keatas, Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian
besar bank tersebut terletak di wilayah perkotaan sehingga orang-orang di
pedesaan kurang bisa menjangkau. Untuk menjangkau masyarakat ekonomi
lemah, maka pemerintah mengatur didirikannya Bank Perkreditan Rakyat di
tingkat kecamatan dan pedesaan. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya
pelayanan keuangan bagi seluruh masyarakat (Usman, 2001: 63).
Menurut OJK BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah dalam usahanya tidak memberikan jasa dalam
lalulintas pembeyaran. Dimana kegiatan BPRS jauh lebih sempit jika
dibandingkan dengan kegiaan Bank Umum Syariah.
Sragen merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Hal tersebut merupakan peluang bagi perbankan
untuk memperluas  jaringan  bisnisnya  di Sragen Mengingat lembaga keuangan
dan perbankan merupakan pusat perekonomian masyarakat, maka dengan adanya
lembaga keuangan dan perbankan tersebut mata rantai perekonomian suatu daerah
dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah kota Sragen
menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat menganai jasa layanan
perbankan, salah satunya dengan mendirikan Bank Syariah (Profil Company PT
BPRS Sragen 8 Mei 2017).
Salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya
berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan
mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau
investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi sangat penting
karena dalam mudharabah pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur
dalam manajemen perusahaan atau proyek yang didanai, kecuali hanya
memberikan saran dan melakukan pengawasan. Apabila usaha tersebut
mengalami kegagalan maka menanggung kerugian hanyalah pemilik modal,
kecuali apabila kerugian disebabkan kelalaian pengelola dana. Pengelola dana
hanya akan merasakan kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan
untuk memperoleh sebagian dari keuntungan usaha tersebut (Yaya,Aji dan Ahim,
2009: 122).
Dalam Statistik Perbankan Syariah bulan maret 2017 komposisi
pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BPRS untuk jenis pembiayaan
Mudharabah mengalami kenaikan dari tahun ketahun, pada tahun 2014 sebesar
122.167 juta, pada tahun 2015 sebesar 168. 516 juta dan pada maret 2017 naik
menjadi 178.947 juta (statistik perbankan syariah OJK, 2017).
Dalam mudharabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah
tertentu untuk bagianya karena dapat dipersmakan dengan riba yaitu meminta
kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan
syariah. Keuntungan yang dibagikanpun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi
(predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntunagn yang
mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola
dana dan diserahkan pada pemilik dana (Nurhayati, wasilah : 2011: 121).
Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang didalamnya mencakup
semua aspek dalam akuntansi tertulis pada (pernyataan standar akuntansi
keuangan) PSAK. PSAK sendiri disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai
kemampuan dibidang akuntansi yang tegabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI). Salah satu PSAK yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah adalah
PSAK 105, PSAK ini mengatur tentang transaksi mudharabah yang meliputi
perlakuan terhadap bagi hasil, pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan
penyajian laporan pada bank syariah, pembiayaan mudharabah hanya diberikan
kepada unit usaha yang produktif.
Berdasarkan PSAK no 105 bank syariah dapat bertindak baik sebagai
pemilik dana atau pengelola dana. Pada prinsipnya pada penyaluran mudharabah
tidak ada jaminan tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan,
pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
Turossifa (2013) menyatakan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang
Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan
mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu
pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang
diberikan bank,  penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen
neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan
mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-
biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan
oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.
Berbeda dengan penelitian Sri dan Dewi (2015) yang menunjukan bahwa
penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah
Cabang Cirebon terjadi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian terjadi pada metode bagi
hasil yang diberikan Bank BNI Syariah dengan metode yang ada dalam PSAK
no.105. Dalam PSAK No.105 paragraf 11 dijelaskan bahwa “Pembagian usaha
mudharabah dapat dilakukan berdasarka prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika
berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba
bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika
berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba
bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.”
Bank BNI Syariah Cabang Cirebon yang masih menggunakan metode revenue
sharing.
Ketidak sesuaian juga terjadi pada BMT Sidogiri di kecamatan Pagak,
kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa BMT sidogiri masih belum menerapkan
PSAK 105 secara penuh (Wulandari, 2015).
Berangkat dari latar belakang dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk
meneliti permasalahan penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan
syariah khususnya pada pembiayaan mudhorobah serta problematika dan kendala
yang dialami bank syariah dalam menerapkan PSAK 105 dalam sebuah skripsi
yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 105 pada Lembaga Keuangan
Syariah (Studi Kasus pada BPRS Sukowati Sragen).
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan,
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan PSAK
105 pada BPRS Sukowati Sragen?
1.3. Tujuan Penelitian
Berangkat dari latar belakang diatas dan pokok permasalahan diatas, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah Untuk mengetahui
bagaimana penerapan PSAK 105 pada BPRS Sukowati Sragen.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1.4.1. Manfaat bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan tentang proses perlakuan akuntansi
pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105.
1.4.2. Manfaat bagi BPRS
Sebagai bahan pertimbangan bagi BPRS agar dalam pelaksanaan proses
perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105.
1.4.3. Manfaat bagi Akademisi
Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai produk
pembiayaan mudharabah dan penerapan akuntansinya di BPRS.
1.5. Jadwal penelitian
Terlampir
1.6. Sistematika Penulisan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Pembiayaan Mudharabah
2.1.1. Pengertian
Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu berpergian untuk
urusan dagang, atau disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang
berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk
diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati dan  Wasilah,
2011: 120). Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahib al-
mal) dengan pengelola modal (shahibu al-amal) dalam bentuk usaha
perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai
dengan kesepakatan (Muslim, 2015 :117).
Mudharabah merupakan akad dalam perbankan syariah yang
menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah dengan kesepakatan dimuka,
mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka
sesuai dengan syarat kontrak (Muhammad, 2015 : 45).
Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah keuntungan, jika ada akan
dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati
sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung
oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan
pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalah gunaan dana.
Pemilik modal. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (Muhammad, 2015: 46).
Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah
tertentu untuk baginnya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta
kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan
syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan proyeksi akan
tetapi menggunakan nilai realisasi keuntungan yag mengacu pada laporan hasil
usaha yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana
(nurhayati, wasilah, 2011: 121).
Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada jaminan atas modal, namun
demikian agar pengelola dana pengelola dana tidak melakukan penyimpangan,
pemilik dana dapat meminta jaminan kepada pengelola dana. Tentu saja jaminan
ini hanya dapat dilakukan apabila pengelola dana  terbukti melakukan
penyimpangan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang disepakati bersama dalam akad. (Nurhayati, wasilah, 2011: 121).
Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal
kerja nyata, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus,
dimana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan
diproyeksikan oleh mudharib (Dahlan, 2012 : 165).
Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah, langkah-langkah yang
harus dapat dibedakan kedalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek,
yaitu (Muhammad, 2005 : 17):
1. Pembiayaan Badan Usaha diantaranya:
a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai
b. Melakukan feasibility study dengan tujuan untuk mengetahui
sejauhmana profitability dan kelayakan usaha.
2. Pembiayaan Proyek / kontrak
a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah
membutuhkan dana dimuka untuk modal kerja proyek yang telah
didapatnya.
b. Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung pada nasabah dalam
menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk
membayar tepat waktu.
2.1.2. Landasan Hukum
1. Al Qur’an
Dalam Al Qur’an yang dijadikan landasan hukum mudharabah adalah
surat Al Muzammil ayat 20 (Antonio, 2001: 95):
... ِالله ِلْضَف ْنِم َنْوُغَتْبَی ِضَْرلأا ْيِف َنْوُبِرْضَی َنْوُرََخاَو…
Artinya:….dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah…..
Yang menjadi wajhud dilalah atau argumen dari surat al muzammil: 20 adalah
adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan
suatu perjalanan usaha (Antonio, 2001 :95).
2. Al Hadits
 ًَةَبراَضُم َلاَم َعَفَد اَذِا ِبِلَضُمْلاِدْبَع ُنْي ُس َن اَك : َلَق ُهََّنا اَمُه ْـنَع ُاللهَا َيِضَر ِس َاّبَع ُنْبا ىَوَر َع َطَرَـتْشِا َْنا ِهِبِحَص ىَل
 َلا, َض َكِلَذ َلَعَـف ْنِءَاف ٍةَبْطَرِدَبَك َتاَذ ًةَّباَد ِِهِبَترْشَب َلاَو ًايَِداَو ِِهب ُِلزْنَـي َلاَو ًارَْبح ِِهب ُكُلْسَي ِاللها َلْوُسَر َُهطْرُش َغَلَـبَـف َنَم
 َُهزاَجَءَاف َمَّلَسَو ِهِنَلَع ُاللها ىَلَص
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abbdul Muthalib jika
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan  agar
dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya,
atau membeli ternak.Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan
bertanggungjawab atas dana tersebut.
 َق ِْبيَأ ْنَع ٍبْيَهُص ِنْب ِحِلَص ْنَعا ُةَضَراَقُمْلَو ٍلَجَأ َلىِإ ُعيَبْلا ُةََكرَـبْلا َّنِهيِف ُثلاَث َمَّلَسَو ِهيلَع َاللها ىَّلَص ِاللها ُلوُسَر َل
عْيَـبِلللا ِتْيَـبِْلل ِْيرِعَّشلِاب َّرُـبْلُاط َلاْخَاَو
Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Tiga hal yang di
dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
tangga bukan untuk dijual,”(HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)
Adanya berkah pada tiga perkara itu, hanyalah karena dalam jual beli
dengan tempo pembayaran, misalnya, terdapat unsur saling berbaik hati, saling
mempermudah urusan dan pertolongan kepada orang yang berhutang (berbelanja)
dengan penundaan pembayarannya. Adanya berkah pada pemberian modal usaha
dagang kepada orang lain (Muqaradhah), karena dengan sistem demikian itu,
orang dapat memanfaatkan sesamanya, dan adanya berkah pada percampuran
gandum dengan sya’ir sebagai bahan makanan pokok dalam rumah tangga
(karena mengandung penghematan dan penganekaragaman pangan ), tetapi tidak
boleh untuk jual beli karena memberikan jalan tipu- menipu dalam jual beli (As-
sha’ani, 1995 : 276).
2.1.3. Jenis-jenisMudharabah
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi tiga jenis, mudharabah
muthlaqoh, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarokah (Yaya,
Martawireja dan Abdurahim, 2014 : 108).
1. Mudharabah Mutlaqah
Pemilik dana (shahibul maal) memberikan kelelusaan penuh kepada
pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan
yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan syariah (Waluyo, 2014 :61). Dalam mudharabah mutlaqah kerjasama
antara shahibul maal dengan mudharib cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah
Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola
usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu
pengelola, lokasi usaha (waluyo, 2014 :61). Sebelum memberikan dananya
shahibul maal melakukan analisa-analisa bisnis yang lazim terlebih dahulu dan
memberikan batasan-batasan usaha kepada mudharib. Dengan adanya pembatasan
tersebut mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal memasuki dunia
usaha.
3. Mudharabah musytarokah
Mudharabah musytarokah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana
menyertakan dana atau modalnya dalam kerjasama investasi. Akad musytarokah
ini merupakan solusi jika dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal
yang dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di sisi lain, adanya penambahan
modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarokah ini
pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad
musyarakah (Yaya, Martawireja dan Abdurahim, 2014 : 109).
2.1.4. Tujuan PembiayaanMudharabah
Tujuan pembiayaan mudharabah dapat dipergunakan oleh bank untuk
hal-hal yang beragam sekali diantaranya (Muhammad, 2001 :17):
1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan
usaha tertentu;
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya
serta usaha yang dikelolanya feasible dan profitable.
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk
memenuhi kepentingan steakholder, yakni (Muhammad, 2001 :18-19) :
1. Pemilik dana. sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil;
2. Debitur yang bersangkutan. Para debitur, dengan penyediaan dana
baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif)
atau membantu untuk pengadaan barang yang diinginkan masyarakat
umumnya atau konsumen. Mereka dapat memperoleh barang-barang yang
dibutuhkan;
3. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar
tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehungga semakin banyak
mayarakat yang dilayani.
2.1.5. Manfaat dan ResikoMudharabah
1. Manfaat
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan
usaha nasabah meningkat;
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau
hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative
spread;
c. Pengembelian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha
nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar
halal, aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret
dan benar-benar terjadi itulah yang yang akan di bagikan.
2. Resiko Mudharabah
Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya
dalam pembiayaan, relatif tinggi (Antonio, 2001 : 98). Antara lain adalah:
a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut
dalam kontrak;
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila
nasabahnya tidak jujur.
2.1.6. RukunMudharabah
Rukun Mudharabah menurut madzhab syafi’i tidak hanya ijab dan qabul
tetapi terdiri dari enam rukun (Muslim, 2015 : 127) yaitu:
1. Pemilik modal yang menyerahkan modal;
2. Amil yang menjalankan atau pengelola modal;
3. Bentuk usaha sebagai wujud pengelolaan modal yang merupakan
pekerjaan pengelola modal;
4. Keuntungan yang dibagi bersama  sesuai dengan perjanjian;
5. Modal berupa uang yang dijalankan;
6. Akad, yakni sighat ijab dan qabul.
2.1.7. SyaratMudharabah
Syarat-syarat sahnya mudharabah berpautan dengan tiap-tiap rukun diatas,
yaitu (Muslim, 2015: 130):
1. Pemilik modal dan pengelola modal disyaratkan ahli bertasarruf (cakap
bertindak) sebagaimana disyaratkan dalam perikatan yang lain;
2. Modal yang dikelola oleh pengelola modal;
3. Pengelola modal memiliki keleluasaan dalam melakukan
pekerjaannya;
4. Pekerjaan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu;
5. Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan perjanjian, misalnya
setengah, sepertiga, seperempat dan, seterusnya;
6. Jumlah modal yang akan dikelola harus jelas dan disebutkan pada saat
akad;
7. Ijab dan qabul dulakukan dengan shighat yang jelas dan disyaratkan
disertai dengan menyebutkan pembagian keuntungan secara tegas dan
jelas. Jika tidak disebutkan dengan jelas maka akadnya tidak sah.
2.1.8. Aplikasi dalam Perbankan
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan
pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada (Antonio,
2001: 97):
1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan
khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito biasa;
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis
tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga muqayyadah, dimana sumber dana khusus
dengan penyaluran yang khusus, dengan syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh shahibul maal.
2.2.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105
2.2.1. Prinsip Bagi Hasil Usaha
Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip
bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil,
maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total
pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar
pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban, yang
berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 paragraf 11).
Tabel 2.1
Contoh penghitungan laba
Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil
Penjualan 100
Harga pokok penjualan 65
Laba bruto 35 Laba bruto (gross profit)
Beban 25
Laba (rugi) neto 10 Bagi laba (profit sharing)
2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran
1. Dana mudharabah yang disalurkan untuk pemilik dana diakui sebagai
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset
nonkas kepada pengelola dana (PSAK 105 paragraf 12).
2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang
dibayarkan
b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar
nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui,
maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan
diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka
selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105 paragraf 13).
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan
rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak
pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan
mengurangi saldo investasi mudharabah (PSAK 105 paragraf 14).
4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa
adanya kelalaian kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut
diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105 paragraf 15)
5. Usaha mudharabah dianggap mulia berjalan sejak dana atau modal
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 paragraf 16).
6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset
non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atu setelah barang
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha muharabah, maka
kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (PSAK 105 paragraf 17).
7. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan  oleh:
a. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang
lajim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
c. Hasil keptutusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105
paragraf 18).
8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan
belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui
sebagi piutang (PSAK 105 paragraf 19).
9. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang
disepakati (PSAK 105 paragraf 20).
10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian
investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (PSAK 105
paragraf 21)
a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian
investasi dan
b. Pengembalian investasi atau kerugian
11. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui
berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan usaha dari
pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi
hasil usaha (PSAK 105 paragraf 22)
12. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada
pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (PSAK 105
paragraf 23)
13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai
piutang (PSAK 105 paragraf 24).
2.2.3. Penyajian
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan
sesuai dengan nilai tercatat (PSAK 105 Paragraf 36).
2.2.4. Pengungkapan
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi
tidak terbatas, pada:
a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian
hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.
2.2.5. Ilustrasi jurnal
1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang
dibayarkan.
Jurnal pada saat penyerahan kas: (PSAK 105 paragraf 12)
Transaksi Debit Kredit
Investasi mudharabah Xxx
Kas Xxx
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai
wajar aset non-kas pada saat penyerahan kemungkinannya ada dua:
a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya , maka selisih
diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai
jangka waktu akad mudharabah.
Jurnal pada saat penyerahan aset non-kas:
Transaksi Debit Kredit
Investasi mudharabah xxx
Keuntungan tangguhan Xxx
Aset non-kas Xxx
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:
Transaksi Debit Kredit
Keuntungan tangguhan xxx
Keuntungan Xxx
Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui
sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas.
Transksi Debit Kredit
Investasi mudharabah xxx
Kerugian penurunan nilai Xxx
Aset non-kas Xxx
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas
(PSAK 105 paragraf 14).
a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang
atau faktor lain dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan
mengurangi saldo investasi mudharabah.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Investasi mudharabah xxx
b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai (PSAK 105 paragraf 15)
Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya
usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengeloladana, maka
kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi
mudharabah namun diperhiungkan pada saat bagi hasil.
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Penyisihan investasi mudharabah xxx
Kas xxx
Penyisihan investasi xxx
Pend. Bagi hasil mudharabah xxx
4. Kerugian
Kerugian yang terjadi dalam satu periode dalam akad mudharabah
berakhir.
Pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian, dan bentuk kerugian investasi.
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Penyisihan kerugian investasi Xxx
5. Hasil usaha
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai
piutang.
Transaksi Debit Kredit
Piutang pend. Bagi hasil xxx
Pend. Bagi hasil mudharabah xxx
Bagian hasil usaha ketika dibayar
Transaksi Debit Kredit
Kas xxx
Piutang xxx
6. Akad mudharabah berakhir
Selisih saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi
mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan
investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK
105paragraf 19).
Transaksi Debit Kredit
Kas/piutang/aset non-kas xxx
Penyisihan kerugian investasi xxx
Investasi mudharabah xxx
Keuntungan investasi mudharabah xxx
7. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana
syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang
diterima (PSAK 105 paragraf 25).
Pengakuan dana syirkah temporer, dana syirkah temporer diukur sebesar
jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Transaksi Debit Kredit
Kas/aset non-kas Xxx
Dana syirkah temporer xxx
8. Penyaluran kembali dana syirkah temporer
Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima
maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudharabah). Sama
seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara
bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana (PSAK 105 paragraf
26,27)
Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran
kembali dana syirkah temporer.
Transaksi Debit Kredit
Kas/piutang xxx
Pend. Yang belum dibagikan xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah
diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai bagi
hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana (PSAK 05 paragraf 29).
Transaksi Debit Kredit
Beban bagi hasil mudharabah Xxx
Kas Xxx
9. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui
sebagai beban pengelola dana (PSAK 105 paragraf 30).
Transaksi Debit Kredit
Beban Xxx
Uang lain-lain/kas Xxx
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan
Tabel 2.2
Penelitian terdahulu
No Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
1 Implementasi Mudharabah di
BPRS Sukowati Sragen
(Nopwitasari, 2015)
Mengetahui akad
pembiayaan
mudharabah yang
terlaksana di BPRS
Sukowati
Hanya
meneliti
tentang
akadnya dan
aspek
syariahnya
tidak meneliti
tentang aspek
akuntansinya
2 Penerapan PSAK no 105 dalam
Transaksi Pembiayaan
Mudharabah pada Bank Syariah
Bukopin Cabang Sidoarjo
(Turossifa, Riduan, 2013)
Bank syariah
bukopin cabang
sidoharjo telah
menerapkan psak
105 secara
keseluruhan
Penelitian
dilakukan di
bank bukopin
syariah
cabang
sidoarjo
3 Implementasi Pembiayaan
Mudharabah pada PT Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Jember
(Wahyu, Hisamuddin, Dkk, 2016)
Implementasi
pembiayaan
mudharabah pada
bank BNI Syariah
cabang jember
telah sesuai dengan
fatwa DSN MUI
Penelitian ini
tidak meneliti
tentang
kesesuaian
PSAK 105
4 Analisis Implementasi PSAK no
195 akuntansi mudharabah pada
BMT sidogiri
belum menerapkan
Penelitian ini
dilakukan di
BMT Sidogiri di kecamatan pagak
kab Malang (Halin, Sari, 2015).
psak 105 secara
keseluruhan.
BMT yang
sistemnya
berbeda
dengan BPRS
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukam secara triangulasi
(gabungan), teknik  analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:98).
Sedangkan menurut Cresswell, dalam Sugiyono (2009:228) menyatakan
bahwa proses penelitian kualitatif mencakup membuat pertanyaan penelitian dan
prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada partisipan,
analisis data secara induktif, membangun data yang parsial kedalam tema, dan
selanjutnya memberikan interpretasi terhadap suatu data.
Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
kondisi faktual mengenai pelepora keuangan serta penerapan standar akuntansi
mengenai mudharabah pada BPRS Sukowati di Sragen. Dalam penelitian ini,
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan,
yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah
(lapangan) kerja penelitian (Supriadi, 2005:34).
3.2. Desain Penelitian
Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu potensi atau
permasalahan. Masalah merupakan “penyimpangan” dari apa yang seharusnya
dengan apa yang terjadi, penyimpangan anara rencana dan pelaksanakan,
penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan anara aturan dan
pelaksanaan. Sedangkan potensi, kalau diberdayakan akan mendapat nilai tambah.
Dalam rangka memberikan gambaran secara lebih mudah dan cepat
dipahami, berikut ini digambarkan skema proses penelitian sejak tahap persiapan,
perumusan kegiatan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian hingga tahap
penyelesaian penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini antara lain:
3.2.1. Proses penelitian
Proses awal dalam penelitiian adalah penyusunan proposal penelitian.
Proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah sistematis
yang akan diikuti oleh peneliti yang akan melaksanakan penelitian. Proposal
penelitian setidaknya memuat empat komponen yang utama yaitu: permasalahan,
landasan teori, metode penelitian, organisasi dan jadwal penelitian.
Penyusunan proposal penelitian diawali dengan studi pendahuluan
terhadap objek yang akan diteliti yaitu BPRS Sukowati di Sragen, serta
menggunakan kajian teori yang diambil dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang
berhubunagan dengan judul penelitian.
3.2.2. Melaksanakan Penelitian
Tahap inti dalam penyusunan laporan skripsi adalah melaksanakan
penelitian. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sulit dan memerlukan waktu
yang cukup lama. Hal-hal yang perlu dikuasai dalam melaksanakan kegiatan
penelitian adalah pemahaman tempat dan lokasi penelitian, instrumen penelitian
yang teruji, teknik pengumpulan data, dan tahap analisis data. Bersamaan denagn
metode yang digunakan adalah kualitatif
3.3. Subyek Penelitian
Subjek dalam penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini
adalah BPRS Sukowati Sragen. Informan dalam penelitian ini adalah:
a. Manajer Cabang BPRS Sukowati Sragen;
b. Akuntan di BPRS Sukowati;
c. Costumer service bagian mudharabah.
3.3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian studi lapangan ini mengambil lokasi di BPRS Sukowati Sragen
3.4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.4.1. Wawancara
Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan
oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di
mana arah pembicaraan mengacu kepada yang telah diteapkan dengan
mengedepankan kejujuran sebagai landasan utama dalam proses memahami
(Herdiansyah, 2015: 31).
Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama, dengan
wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami oleh
subyek penelitian secara utuh. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa
mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, berkaitan dengan masa lampau,
sekarang dan masa depan (Patilima, 2011: 68).
Ada dua cara memebedakan tipe wawancara dalam tataran yang luas:
terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena
informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara
tersruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis
yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara
terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya
sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan, pertanyaan yang diajukan
pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yag telah disiapkan.
Pewawancara mempunyai kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan,
tetapi itu relatif kecil. Kebebasan pewawancara itu telah dinyatakan lebih dulu
secara jelas. Wawancara standar mempergunakan schedule wawancara yang telah
dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan karena
masalah penelitian (Gunawan, 2014: 162).
3.4.2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku yang
berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dukomen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil
peneliitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen (Sugiyono,
2007: 82).
Dokumen sudah lama diguanakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk
menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007: 217).
3.4.3. Observasi (pengamatan)
Observasi merupakan kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat
fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam
fenomene tersebut (Gunawan, 2014: 143).
Penggunaan teknik observasi untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti
dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan
sebagainya. Observasi memungkinkan peneliti menangkap fenomena yang terjadi
pada subyek penelitian, sehingga dapat membentuk pengetahuan yang diketahui
bersama baik dari pihak peneliti maupun pihak subyek penelitian (Moleong, 2007:
175).
3.5. Sumber Data
Dalam penelitian ini, dipergunakan dua jenis data yaitu data primer dan
data sekunder.
3.5.1. Data Primer
Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung
dengan penelitian, baik melalui kuisioner atau wawancara secara langsung. Data
primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung
dengan responden dalam hal ini adalah pihak BPRS Sukowati di Sragen yaitu
bagian accounting dan bagian pembiayaan.
3.5.2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa
studi pustaka serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok bahasan atau
yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang
diperlukan dalam penelitian ini antara lain gambaran umum mengenai BPRS
Sukowati, laporan keuangan, jurnal-jurnal, serta data lain yang relevan yang
diperlukan dalam penelitian ini.
3.6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk
mengelola data hasil penelitian dengan cara triangulasi. Analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan cara mengorganisasikan data ke
sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang
akan dipelajari, dan membuat kesimpuan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009: 244).
Sementara menurut moleong (2012: 330), triangulasi data adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data
itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembading untuk data tersebut.
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dibedakan menjadi
empat macam yaitu:
1. Triangulasi Dengan Sumber
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan
memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat
yang berbeda. Hal tersebut dapt diwujudkan dengan cara membandingkan
data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi data dengan metode
Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi
yang merupakan hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data.
3. Triangulasi dengan penyidik
Teknik ini melibatkan pengamat diluar peneliti itu sendiri untuk
memeriksa kembali keakuraan data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat
untuk mengurangi tingkat ketidakakuratn dat pada penelitian. Teknik
triangulasi ini juga bisa dilakukn dengan cara membandingkan hasil
penelitian antar peneliti dengan objek penelitian yang sama.
4. Triangulasi dengan teori
Triangulasi dengan teori menggunakan dasar berupa teori yang
berhubungan dengan tema yang diteliti. Pada saat fakta idak dapat
diperiksa kebenarannya dengan satu atau lebih teori, maka harus dicari
penjelasan pembanding yang dapat dilakukan dengan menyertakan usaha
pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin
mengarah pada upaya penelitian lainnya.
Berikut ini merupakan skema dari teknik analisis data kualitatif:
Gambar 3.1
Teknik Analisis data
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam
sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan
data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi yang saling
berhubungan dan saling melengkapi. Pengumpulan data masih akan
dilakukan apabila data yang sudah diperoleh kurang memadai,
pengumpulan data akan dihentikan jika data yang diperlukan sudah
didapatkan.
2. Reduksi data
Reduksi data merupakan tahap analisis dimana peneliti akan
membuang data-data yang tidak dibutuhkan. Dalam reduksi data, peneliti
Pengumpulan
data
Reduksi data
Penerikan
kesimpulan/
verifikaasi
Penyajian data
harus mengkaji secara lebih cermat data atau informasi apa yang kurang,
informasi apa yang perlu ditambahkan, informasi apa yang perlu
dihilangkan. Reduksi daa akan dilaksanakan secara terus-menerus selama
kegiatan penelitian berlangsung.
Data yan diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau
uraian yang terperinci. Laporan perlu direduksi, dirangkum, dipilah-pilah
hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan
temanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan,
direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting,
sehingga lebih mudah dikendalikan.
Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi PSAK Syariah 105 atas
pembiayaan mudharabah terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti mereduksi
data-data yang diperoleh jika data yang diperoleh tidak relevan dengan
data yang dibutuhkan.
3. Penyajian data
Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi,
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan terjadinya penarikan
kesimpulan. Penyajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun
secara logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami
dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun
tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi
Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa
arti dari berbagai hal yang ditemui. Kesimpulan perlu diverifikasi agar
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan
aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali
dengan cepat.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Gambaran Umum Tentang BPRS Sukowati Sragen
4.1.1. Sejarah Berdirinya BPRS Sukowati Sragen
Daerah Sragen merupakan dearah yang padat penduduk dan mayoritas
beragama Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan
orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan  kelangsungan hidupnya. Dalam
memenuhi kebutuhan mereka tidak terhindar dari transaksi atau bermuamalah
dalam bidang ekonomi. Maka mereka diharapkan mampu melekukan transaksi
yang Islami, karena dalam Islam tidak diperbolehkan menzhalimi atau
menganiaya orang lain.  Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Al
Baqarah ayat 278-279 (Antonio, 2001: 98).
               
               
     
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya.
Hal inilah yang melatar belakangi berdirinya Bank Syariah Sragen.
Berdasarkan ayat tersebut maka Bank Syariah Sragen memberikan solusi dan
alternatif bagi masyarakat daerah Sragen dan sekitarnya sebagai lembaga
keuangan perbankan yang menggunakan prinsip syariah dalam operasinya,
sehingga mereka akan merasa aman, nyaman dan tenang. Mengingat lembaga
keuangan dan perbankan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, maka
dengan adanya lembaga keuangan dan perbankan tersebut mata rantai
perekonomian suatu daerah dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu
pemerintah kota Sragen menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
menganai jasa layanan perbankan, salah satunya dengan mendirikan Bank
Syariah.
Pada mulanya pemerintah kota Sragen menjadi pemilik tunggal dari Bank
Syariah Sragen dengan nama dan badan hukum sebagai Perusahaan Daerah Bank
Penkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) kabupaten Sragen yang mulai
beroperasi pada tanggal 2 juni 2008. Hal ini dikarenakan 100% persen sahamnya
milik pemerintah kabupaten Sragen. Bank Syariah Sragen diresmikan oleh Bupati
Sragen 27 Mei 2008 di Ndayu alam lestari Sragen bertepatan  tahun kota Sragen
dengan ulang tahun kota Sragen yang ke 262 (Profil Company PT BPRS Sragen
10 juli 2017).
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang PD.
BPR Syariah kabupaten Sragen merupkan landasan awal BPR Syariah Sragen
sebagai dasar untuk memperoleh perijinan ke Bank Indonesia. Bank Syariah
Sragen merupakan satu-satunya Bank Syariah berbadan hukum Perusahaan
Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang
terbit pada tanggal 16 Juli 2008, pasal 7 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum
Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Sehingga  pemerintah bersama DPRD
Sragen merivisi Peraturan Daerah Sragen tentang PD. BPR Syariah Sragen dan
menerbitkan peraturan Pemerintah yang baru yaitu No. 4 Tahun 2009 tanggal 16
Mei 2009 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum  dan nama Perusahaan Daerah
Bank Penkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) kabupaten Sragen menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Perubahan
tersebut juga berdasarkan pada Akte Nomor  15 Notaris Sunastiningsih, SH
tanggal 9 juni 2009.  Perubahan tersebut juga didasarkan pada pengesahan
Menkum dan HAM Nomor: AHU-41113.A.H.01.01. Tahun 2009 tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 24 Agustus 2009 dan
berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor: 11/50/DPbS/PadBS/Slo tentang
Persetujuan Ijin Usaha Perubahan Bentuk Badan Hukum tanggal 28 Oktober
2009.
Pada awal berdirinya PT. BPRS Sukowati Sragen memiliki modal dasar
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 milyar) dengan modal disetor 1 M dengan
pemilik tunggal yaitu pemerintah Kabupaten Sragen karena waktu itu masih
berbadan hukum Perusahaan Daerah sehingga 100%  sahamnya dimiliki
Pemerintah Kabupaten Sragen. Namun setelah ada UU perbankan yang baru yaitu
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa
badan hukum Perbankan Syariah adalah Perseroan Terbatas sehingga sejak
berganti nama dan bentuk badan hukumnya Bank Syariah tidak hanya dimiliki
oleh 1 orang atau badan usaha sebagai pemilik tunggal melainkan ada beberapa
orang atau badan usaha yang memilikinya.
BPRS Sukowati Sragen berupaya untuk menjadi solusi dalam
bermuamalah yang berdasarkan prinsip syariah dengan terus mengembangkan
produk dan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kemitraan dengan
pemerintah, swasta dan non pemerintah. Dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan semboyan AMANAH dan BARAKAH,
sehingga kehadiran BPRS Sukowati Sragen mampu memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat Sragen dan sekitarnya. Dari waktu kewaktu BPRS Sukowati
Sragen mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2010 Bank
Syariah Sragen mulai membuka beberapa cabang di Kabupaten lain. Hingga
sekarang ini Bank Syariah Sragen mempunyai empat kantor cabang dan satu
kantor kas. Empat kantor cabang tersebut terletak di kabupaten Boyolali,
Karanganyar, Wonogiri dan Grobogan. Sedangkan kantor kas terletak di Jln
Sukowati KM 1 Gemolong Sragen. Hal tersebut merupakan bukti bahwa
eksistensi Bank Syariah sudah tidak diragukan lagi. Rakyat merasa lebih nyaman
dalam menjalankan transaksi ekonomi.
4.1.2. Visi dan Misi BPRS Sukowati Sragen
Visi BPRS Sukowati Sragen adalah mewujudkan lembaga keuangan yang
sehat, kuat dan istiqomah dengan prinsip syariah untuk kemashlahatan
masyarakat.
Misi BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:
1. Terciptanya tata kelola dan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah
yang kuat, sehat dan efisien;
2. Terwujudnya kesadaran umat dalam menjalankan muamalah berdasarkan
prinsip syariah;
3. Terwujudnya keadilan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip
syariah;
4. Terjalinnya kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, masyarakat dan
lembaga non pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan
daerah.
Adapun beberapa tujuan didirikannya BPRS Sukowati Sragen diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Memperkokoh ekonomi masyarakat yang banyak bergerak pada sektor riil;
2. Membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran;
3. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi, sosial
serta dakwah;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat;
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi syariah yang
berkeadilan;
6. Menjadikan Bank Syariah Sragen sebagai perusahaan yang produktif
sehingga menjadi PAD.
4.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu bagan susunan organasasi yang
menunjukkan tingkatan dari atas ke bawah berdasarkan tingkatan jabatannya dan
dikelompokkan berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing. Tugas
merupakan pekarjaan seseorang yang harus dilaksanakan oleh seseorang pada
suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Sedangkan wewenang merupakan hak
untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Gambar 1.1
Bagan susunan organisasi PT. BPRS Sukowati Sragen
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4.1.4. Job Description
1. Dewan pengawas syariah:
a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan
syariah;
b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga
keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan
DSN;
e. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
f. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk
yang dikeluarkan bank;
g. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan
operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
h. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN;
i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan
Bank Indonesia.
2. Dewan komisaris
a. Mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberi nasehat
atas pelaksanaan tugas Dewan Direksi tersebut;
b. Anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk memeriksa buku-
buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan;
c. Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun semua
anggotanya karena alasan-alasan tertentu;
d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya diadakan untuk
menentukan apakah anggota direksi yang telah diberhentikan akan
terus diberhentikan atau dikembalikan pada posisi semula.
3. Dewan Direksi
a. Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan;
b. Mengikat perusahaan sebagai jaminan;
c. Mengadakan rapat apabila dalam anggaran dasar tidak ditetapkan cara
lain dalam pelaksanaannya;
d. Memimpin dan mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan
perusahaan;
e. Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan hak atas barang-barang
tak bergerak atas nama perusahaan;
f. Berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat dan
kekuasaan yang ditentukan secara tertulis;
g. Bertanggungjawab atas oprasional perusahaan, khususnya yang
berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan.
4. Satuan Pengawas Intern
a. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan
sistem manajemen risiko pada unit terkait sesuai dengan kebijakan
perusahaan;
b. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan
maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian,
pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan
prosedur untuk setiap unit Perusahaan;
c. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian
informasi dan komunikasi;
d. Menilai dan menganalisa aktivitas Perusahaan, namun tidak
mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas
aktivitas yang direview.
5. Funding
a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah simpanan
(tabungan, deposito) dan produk lain;
b. Menyiapkan kelengkapan untuk funding (brosur, leaflet, dan alat
promosi lainnya);
c. Memelihara nasabah simpanan dengan tetap menjaga amanah dan
komitmen dalam layanan (monitoring);
d. Membuat laporan mingguan atas hasil funding dan sosialisasinya;
e. Melakukan koordinasi dengan bidang lain yang terkait dengan
simpanan;
f. Membuat laporan hasil funding dan membuat rencana kerja untuk
bulan berikutnya;
g. Melakukan evaluasi atas realisasi funding dengan target sebelumnya;
h. Membuat maturisi deposito jatuh tempo untuk bulan berikutnya dan
monitoring tabungan besar;
i. Melayani nasabah yang memerlukan pelayanan produk simpanan dan
jasa perbankan lainnya.
6. Remidial Tugas :
a. Mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan
berdasarkan wilayah dan plafond;
b. Melakukan komite pembiayaan atas setiap permasalahan yang
ditemukan pada nasabah;
c. Mengadministrasikan berita acara pembinaan, pernyataan,
rescheduling, dan instrumen penagihan;
d. Melakukan penarikan asset / jaminan kepada nasabah sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan perusahaan;
e. Melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait nasabah non lancar;
f. Membuat evaluasi remedial dan rencana kerja bulan berikutnya;
g. Sebagai staf yang melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang
remedial dan atau pembiayaan;
h. Berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
i. Melaksanakan diskusi di intern perusahaan yang berkaitan dengan
bidang kerjanya,
7. Admin legal
a. Bertugas melakukan analisis yuridis;
b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan;
c. Menyiapkan perjanjian kredit;
d. Melakukan pengikatan jaminan;
e. Melakukan penyimpanan legal dokumen;
f. melakukan pengawasan kredit;
g. Melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah.
8. Costumer service
a. Melayani pertanyaan nasabah dan memberikan informasi yang di
inginkan selengkap mungkin;
b. Melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon
nasabah;
c. Menawarkan produk BPRS kepada setiap calon nasabah yang datang
ke BPRS;
d. Sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi
tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara BPRS dengan
nasabah.
9. Teller, Tugas dan wewenang teller
a. Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai;
b. Menyelesaikan laporan kas harian;
c. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas
wewenang;
d. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun
validasi;
e. Menyusun rekapitulasi transaksi;
f. Melakukan penghitungan kas;
g. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
10. ACC (Accounting and Controling)
a. Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan;
b. Pembuatan laoran keuangan unuk pihak intern dan ekstern;
c. Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi;
d. Membuat laporan keuangan akhir bulan, cashflow dan buku besar;
e. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis;
f. Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan;
g. Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional yang
menyangkut dengan tingkat efisiensi..
11. Personalia
a. Menginvestasikan dan menyediakan sarana kebutuhan perusahaan;
b. Membukakan pengadaan atau pembelian perlengkapan kantor agar
tetap terawat dan dapat digunakan secara efektif;
c. Membina dan menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan
dorongan kepada karyawan agar tetap konsisten dalam melaksanakan
pekerjaan;
d. Menginventariskan masalah kepegawaian dan mengajukan usulan
perbaikan laporan tertulis kepada direksi;
e. Mempersiapkan, membayar dan membukukan gaji dan honor kepada
karyawan dan pihak lainnya atas persetujuan direksi.
12. Umum
a. Menginvestasikan dan menyediakan sarana kebutuhan perusahaan;
b. Membukakan pengadaan atau pembelian perlengkapan kantor agar
tetap terawat dan dapat digunakan secara efektif;
c. Membina dan menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan
dorongan kepada karyawan agar tetap konsisten dalam melaksanakan
pekerjaan;
d. Menginventariskan masalah kepegawaian dan mengajukan usulan
perbaikan laporan tertulis kepada direksi;
e. Mempersiapkan, membayar dan membukukan gaji dan honor kepada
karyawan dan pihak lainnya atas persetujuan direksi.
4.1.5. Produk BPRS Sukowati Sragen
1. Produk Tabungan
a. Tabungan iB Sukowati
Tabungan iB sukowati adalah simpanan dalam mata uang rupiah
berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang setoran dan penarikannya
berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
b. Tabungan iB Qurban
Tabungan iB Qurban adalah tabungan berjangka menggunakan prinsip
syariah Mudharabah (Bagi Hasil) yang bertujuan untuk membantu dalam
mempersiapkan dana ibadah Qurban dengan menabung secara rutin setiap bulan
melalui pendebitan otomatis dari rekening sumber pendebetan ke rekening
tabungan iB  Qurban dengan jumlah setoran dan jangka waktu sesuai pilihan
nasabah.
c. Tabungan iB Umroh
Tabungan iB Umroh adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan
dan jangka waktu menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
nasabah, untuk perencanaan keberangkatan ibadah umroh.
d. Tabungan iB Haji
Tabungan iB Haji adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah
yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat
menunaikan ibadah haji (reguler/ khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai
keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang
rupiah dan USD.
i. Tabungan iB Pensiun
Tabungan iB Pensiun adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip
murabahah yang diberikan oleh bank kepada penerima pensiun yang menerima
uang pensiun secara rutin setiap bulan dari negara (APBN).
j. Tabungan iB Simpel
Tabungan iB simpel adalah merupakan tabungan untuk pelajar dengan persyaratan
mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi perbankan untuk mendorong
budaya menabung sejak usia dini.
2. produk pembiayaan
a. Murabahah (jual beli)
Murabahah atau jual beli adalah perjanjian jula beli antara bank dengan
nasabah, dimana harga jual nasanah sebasar harga pokok ditambah keuntungan
yang disepakati, dengan pembayaran secara angsuran berdasarkan jangka waktu
tertentu. Pihak bank akan menyediakan barang yang diminta oleh nasabah.
Kemudian akan dilakukan akad jual beli dan sebagai balas jasa, pihak bank akan
memperoleh tambahan berupa margin (keuntungan) yang disepakati diawal akad.
Jika pihak bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah maka pihak
bank maka pihak bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
tersebut. Apabila nasabah dapat melunasi pembiyaan sesuai waktu yang telah
disepakati atau lebih cepat maka pihak bank akan memberikan diskon. Diskon
tersebut hanya berlaku untuk potongan margin saja diskon disepakati diawal akad
(Muhammad, 2005: 22).
b. Salam (jual beli pesanan untuk pertanian)
Salam adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan penyediaan dengan
kriteria tertentu dan pembayaran dilakukan didepan. Pihak bank akan mencarikan
barang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh nasabah dengan cara datang
kepada sulpiyer untuk membeli panennya. Kemudian barang tersebut akan
diberikan kepada nasabah, pembayarannya dilakukan dimuka (Yaya,Aji dan
Ahim, 2009: 204).
c. Istishna’ (jual beli pesanan untuk manufactur dan perumahan)
Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang
dengan kriteria tertentu dimana pembayaran dilakukan didepan atau secara
angsuran. Pembiyaan ini merupakan jenis akad jual beli yang berupa manufactur
dan perumahan (Yaya,Aji dan Ahim, 2009: 224).
d. Mudharabah (bagi hasil)
Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara bank selaku pemilik
modal dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan
untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Antara pihak bank dengan
nasabah melakukan kerjasama dalam hal penyertaan modal. Pihak Bank
memberikn modal secara keseluruhan kepada nasabah untuk menjalankan
usahanya. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama
berdasarkan nisbah yang disepakati (Yaya,Aji dan Ahim, 2009: 107).
e. Musyarakah (Joint Venture)
Musyarakah adalah kerjasama antara bank dengan nasabah dimana antara
nasabah dengan bank memilki porsi modal tertentu dalam suatu usaha atau proyek
tertentu, dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam musyarakah
kedua belah pihak saling bekerjasama baik dalam modal maupun pengelolaan
usaha (Yaya,Aji dan Ahim, 2009: 133).
f. Ijarah (sewa)
Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa barang antar pemilik/bank dengan
penyewa, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa, setelah masa sewa
berakhir, maka barang sewaan dikembalikan kebank kecuali sewa beli (Yaya,Aji
dan Ahim, 2009: 251).
g. Qardh
Qardh adalah pinjam meminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih
kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun
dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman (Yaya,Aji dan Ahim, 2009:
287).
4.1.6. Persentase Pembiayaan Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen
Tabel 4.1
Persentase pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati Sragen
Bulan 2016 2017
Maret 16% 17%
Juni 17% 19%
Sumber : Laoran keuangan triwulan BPRS Sukowati Sragen
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah di BPRS
Sukowati Sragen mengalami kenaikanyang tidak terlalu besar. Hal ini
dikarenakan masyarakat lebih memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif dari
pada pembiayaan yang produktif.
4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. PembiayaanMudharabah di BPRS Sukowati Sragen
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank
syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif (Yaya,Aji dan Ahim,
2009: 108).
Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen diberikan kepada UMKM atau
lembaga yang dinilai mampu mengelola dana dengan baik untuk menjalankan
usahanya. Nasabah harus benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan
usahanya. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati
Sragen tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menerapkan prinsip bagi hasil dan
margin yang ditetapkan diawal. Selain menerapkan Mudharabah murni BPRS
Sukowati juga menerapkan sistem mudharabah wal murabahah (Wawancara
dengan pak Cahyo pimpinan BPRS. Sragen cabang Karanganyar pada tanggal 11
Juli 2017).
Pembiayaan mudharabah wal murabahah diperuntukkan untuk
pembiayaan modal kerja kepada BPRS, BMT, lembaga keuangan non bank dan
lain-lain, dalam rangka pemberian pembiayaan dengan prinsip mudharabah
kepada nasabah dan kebutuhan modal kerja koperasi dalam rangka pembelian
barang, baik yang bersifat konsumtif atau produktif untuk kebutuhan anggota
koperasi (Wawancara dengan pak Cahyo pimpinan BPRS. Sragen cabang
Karanganyar pada tanggal 11 Juli 2017).
Pembiayaan mudharabah disalurkan kepada perorangan  dan
instansi/kelompok kerja. Adapun Syarat-syarat pengajuan pembiayaan
mudharabah kepada perorangan  adalah sebagai berikut:
1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan;
2. Foto copy KTP/identitas suami istri/pengurus pemohon;
3. Foto copy kartu keluarga;
4. Surat rekomendasi dari pimpinan bagi pegawai /karyawan;
5. Foto copy rekening listrik/telepon/air;
6. Membuka rekening tabungan nasabah(nasabah baru);
7. Foto copy jaminan yang bisa berupa sertifikat PBB, BPKB serta nomor
rangka dan mesin;
8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir.
Sedangkan syarat pengajuan pembiayaan mudharabah untuk
instansi/kelompok kerja adalah sebagai berikut:
1. Mengajukan proposal pembiayaan;
2. FC Akte pendirian dan perubahan AD/ART;
3. Foto copy NPWP/SIUP/TDP;
4. Foto copy identitas pengurus;
5. Foto copy jaminan/agunan;
4.2.2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BPRS Sukowati
Sragen
1. Pengajuan pembiayaan
Pada tahap ini nasabah datang ke Bank untuk mengajukan permohonan
pembiayaan mudharabah. Kemudian dari pihak Bank menanyakan kepada calon
nasabah untuk apa melakukan pembiayaan mudharabah. Setelah dirasa cukup
pihak bank meminta calon nasabah untuk mengisi dan melengkapi formulir
permohonan pembiayaan mudharabah. Kemudian formulir tersebut diserahkan
kepada marketing yang menanganinya beserta dengan syarat-syaratnya untuk
kemudian diproses lebih lanjut (Wawancara dengan Ibu ndandah bagian pencairan
pembiayaan, tanggal 12 Juli 2017).
2. Pemeriksaan (Survey on the spot)
Setelah nasabah melengkapi semua persyaratan administrasi kemudian
pihak bank menindak lanjuti pengajuan pembiayaan tersebut dengan mensurvey
ketempat nasabah dengan melakukan identifikasi melalui pihak ketiga. Survey
dilakukan dengan tujuan untuk mencari data-data atau informasi terkait pengajuan
pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum.
Kemudian selanjutnya melakukan pendataan terhadap agunan serta kelayakan
terhadap usaha.
Survey yang dilakukan ada 2 macam yaitu survey tempat dan survey
lokasi usaha dari calon nasabah. Survey tempat tinggal akan dilakukan dengan
pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika melakukan survey tempat tinggal pihak
bank akan mencari data melalui pihak ketiga, kerabat atau tetangga yang
mengetahui karakter dari calon nasabah. Sedangkan untuk survey lokasi uasaha
dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh
calon nasabah. Dari survey tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan
menganalisa menggunakan formula 5 C yaitu Character, Capacity, Capital,
Collateral, dan Condition of Economy. Dari survey dan analisa tersebut dapat
diketahui layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan
(Wawancara dengan Ibu ndandah bagian pencairan pembiayaan, tanggal 12 Juli
2017).
3. Persetujuan Pembiayaan
Setelah mendapatkan data-data dari lapangan kemudian pihak bank
bersama pengelolanya menganalisa dan memusyawarahkan hasil survey yang
telah dilaksanakan. Setelah melakukan penganalisaan baru diambil keputusan
apakah pembiayaan yang diajukan nasabah diterima atau ditolak. Apabila
disetujui maka pihak bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan
diberikan yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan dan jadwal dilaksanakan
akad.
4. Keputusan
Setelah melakukan survey dan analisa, prosedur selanjutnya adalah
memutuskan diterima atau tidak pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah
yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank. Keputusan ini diambil melalui
musyawarah komite yang anggotanya terdiri dari komisaris, Direksi, Admin Legal
dan Marketing Penyaji. Setelah permohonan pembiayaan mudharabah disetujui
dalam musyawarah komite, maka admin legal segera membuat SP3 (surat
pemberitahuan persetujuan pembiayaan) kepada calon nasabah dan akad
pembiayaan.
5. Pelaksanaan Pencairan Pembiayaan
Prosedur yang terakhir setelah disetujui adalah pelaksanaan pencairan
pembiayaan. Namun sebelum pencairan pembiayaan mudharabah harus dilakukan
akad terlebih dahulu serta penanda tanganan akad pembiayaan mudharabah
terlebih dahulu. Suatu akad akan berakhir apabila:
1. Nasabah meninggal dunia;
2. Nasabah melunasi angsurannya baik pelunasan sesuai waktu maupun lebih
cepat;
3. Terjadi Force Mayor.
4.3. Penerapan PSAK 105 pada BPRS Sukowati Sragen
Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, BPRS Sukowati
memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai pemilik dana untuk
memenuhi kebutuhan modal nasabah. Sedangkan hasil keuntungan akan
dibagikan sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila
terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak
BPRS Sukowati, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk
kehilangan usaha, tenaga dan waktu (Wawancara dengan Pak Cahyo pimpinan
BPRS Sukowati Sragen cabang karanganyar pada tanggal 10 Juli 2017).
4.3.1. Pencairan PembiayaanMudharabah
Adapun proses pencairan pembiayaan Prosedur yang terakhir setelah
disetujui adalah pelaksanaan pencairan pembiayaan. Namun sebelum pencairan
pembiayaan mudharabah harus dilakukan akad terlebih dahulu serta penanda
tanganan akad pembiayaan mudharabah terlebih dahulu (Wiyono, 2005:27).
Setelah penandatanganan akad selesai maka nasabah diharuskan
membayar biaya administrasi untuk pencairan pembiayaan mudharabah dan juga
membayar biaya pengikatan notariil sesuai dengan ketentuan. Macam-macam
pengikatan notariil diantaranya adalah:
1. Legalisasi
Jaminan berupa : BPKB, Sertifikat Tanah
Jika plafon <5 juta maka tidak dikenakan biaya atau gratis.
Jika plafon >5 juta maka dikenakan biaya sebesar 50 ribu
2. SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)
Jaminan berupa : Sertifikat Tanah
Plafon < 50 juta
3. APHT (Akta Pelimpahan Hak Tanggungan)
Jaminan berupa : Sertifikat Tanah
Plafon > 50 juta
4. Fiducia
Jaminan berupa : mobil
Plafon > 10 juta
BPRS Sragen memandang sebuah jaminan adalah syarat utama, melainkan
sebagai second way out jaminan sebagai solusi kedua dan yang paling utama
adalah usaha. Setelah memenuhi semua biaya administrasi, notaris dan materai
maka nasabah diminta untuk membuka rekening. Setelah nasabah membuka
rekening barulah pencairan bisa dilakukan, karena pencairan akan langsung
dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan mudharabah
diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana  sesuai uang yang diberikan
pihak bank.
4.3.2. Pelaksanaa Bagi Hasil Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen
Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu
usaha yang halal dengan prinsip keadilan. Maksud dari prinsip keadilan adalah
pembagian keuntungan berdasarkan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan.
Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi
pengembangan dan implementasi perbankan syariah. Dalam islam pemilik modal
secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana
usaha. Sistem bagi hasil diperbolehkan dalam islam karena yang ditetapkan
sebelumnya adalah rasio bagihasil, bukan tingkat keuntungan, seperti yang
berlaku dalam sistem bunga. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara
proporsional antara pemodal (shahibul maal) dan mudharib (Muhammad, 2004:
18).
Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis
yang bukan untuk kepentingan pribadi mudharib dapat dimasukkan dalam biaya
operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib
sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan
dalam perjanjian awal. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa  kerugian di tanggung
oleh pemilik dana (Wiyono, 2005: 59).
Bagi Hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagi sebuah kerja sama
antara shahibul maal dengan mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil
sesuai dengan prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Mudharabah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah
muthlaqoh, yaitu bagi hasil yang bersifat tidak terbatas (unrestricted) dan
mudharabah muqayyadah, yaitu bagi hasil yang bersifat terbatas (restriced)
(Muhammad, 2001: 68).
Kegiatan operasional BPRS Sukowati Sragen bukan hanya untuk
memperoleh keuntungan namun lebih pada kemashlahatan bersama. Maka dalam
kegiatannya BPRS Sukowati lebih menekankan pada konsep bagi hasil bukan
bunga.Antara bagi hasil dengan bunga adalah sangat berbeda. Jika bunga hanya
menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak bank, sedangkan bagi hasil
lebih pada prinsip keadilan antara shahibul maal dengan mudharib. Penghitungan
bagihasil yang diterapkan di bank syariah ada dua macam, yaitu dengan
menggunakan profit sharing atau menggunakan revenue sharing. Bagi hasil
dengan menggunakan profit sharing adalah bagi hasil yang mendasarkan pada
laba dari pengelola dana. Sedangkan bagi hasil dengan menggunakan revenue
sharing adalah bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan pengelola dana,
yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan  beban usaha untuk
mendapatkan pendapatan usaha.
Di BPRS Sukowati Sragen dalam menentukan besarnya bagi hasil lebih
cenderung menggunakan prinsip revenue sharing. Revenue sharing, secara
bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah
perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan
sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank,
biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi
dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank
karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya
operasional bank.
Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-
pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan
atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan
dana yang diamanatkan oleh nasabah.
Berdasarkan hasil wawancara  dengan ibu wati “perbedaan mendasar
dari revenue sharing dan profit sharaing adalah jika revenue sharing hanya
memperhatikan kepada pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat
kepada omset yang diterima nasabah, kemudian disharingkan sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati. Sedangkan profit sharing bank harus
memperhatikan laporan keuanga\pada variable pengeluaran dan laba rugi
perusahaan kemudian disharingkan kepada bank sesuai dengan nisbah yang
sudah ditentukan. Secara aplikasinya, hal ini akan sulit di monitoring oleh pihak
bank dalam mengkroscek aktiva pengeluaran dan laporan laba rugi, karena
dimungkinkan  akan terjadi kecurangan dan ketidak jujuran oleh nasabah/
perusahaan.
Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsure peralihan mekanisme
bagihasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari
penanggunan risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam
mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan
diperoleh, berbeda dengan bunga yang sudah jelas berapa prosentase keuntungan
yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.
Dalam mekanismenya BPRS Sukowati Sragen dalam menentukan bagi
hasil menggunakan revenue sharing. Cara menghitungnya adalah dengan
prosentase kesepakatan antara kedua belah pihak. Banyak kendala dan resiko
yang bisa merugikan pihak pemodal atau bank. Terbukti, banyak bank syariah
yang menggunakan revenue sharing, atau keuntungan yang telah ditetapkan
dimuka. Tentu saja paradigma yang dikembangkan revenue sharing berbeda
dengan bunga pada bank konvensional.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan
dari nasabah. Selain itu, menurut fatwa No.15/DSN-MUI/IX/200 tentang prinsip
distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, bahwa revenue
sharing (bagi pendapatan) lebih maslahat daripada profit sharing.
BPRS Sukowati Sragen mengakui pendapatan mudharabah atau bagi
hasil atas pembiayaan yang diberikan dalam aktiva produktif lainnya baik yang di
klasifikasikan sebagai performing dan non performing pada saat diterima. Hal
tersebur bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank., sehingga
bank akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar
diterima oleh bank.
Berdasarkan contoh kasus pembiayaan mudharabah dibawah  maka dapat
dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan bapak X akibat dari akad
mudharabah. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada
BPRS Sukowati Sragen , pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap
bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok.
Akan tetapi jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau angsuran
pokok dikenakan denda 2% diatas tingkat bagi hasil yang berlaku dan
diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai
dengan tanggal pembayaran tunggakan. Perhitungan bagi hasil pendapatan bagi
hasil yang diperoleh oleh BPRS Sukowati Sragen adalah sebesar:
Surat permohonan nasabah bapak X :  xxx
Jenis permohonan : permohonan modal usaha
Nilai permohonan : Rp. 300.000.000,-
Jangka waktu : 12 bulan
Rencana penerimaan : Rp. 60.000.000/ bulan
Ekspektasi rate Bank Syariah : 20%
20% x Rp. 300.000.000 = Rp 60 juta/ tahun (Rp. 5.000.000/ bulan)
Nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing
Nisbah bagi hasil bank : ekspectasi rate : omset
= Rp. 5.000.000 : Rp. 60.000.0000
= 8,33%
Nisbah bagi hasil untuk Nasabah : 100% - 8,33% = 91,67%
1. 8,33 x Rp. 5.000.000 = Rp. 416.500 (bagi hasil diperoleh bank)
100
2. 91,67x Rp. 5.000.000 = Rp. 4.583.500 (bagi hasil diperoleh bapak X)
100
Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah dari bapak X
maka diketahui bagi hasil yang diperoleh BPRS Sukowati Sragen dari akad
tersebut adalah sebesar Rp. 416.500. untuk bulan pertama sampai berakhirnya
akad bapak X membayar bagi hasil mudharabah ke bank sebesar Rp 416.500 dan
pembayaran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp 25.000.000,-. Akibat
dari pembayaran yang dilakukan oleh bapak X maka pencatatan yang dilakukan
oleh BPRS Sukowati Sragen berkaitan dengan laba mudharabah adaah:
Rekening Debit Kredit
Rekening Nasabah Rp 25.416.500
Pembiayaan Mudharabah Rp 25.000.000
Pend. bagi hasil mudharabah Rp      416.500
(pencatatan atas pembiayaan pendapatan laba mudharabah).
Pada transaksi diatas, bapak X membayar angsuran pembiayaan
mudharabah Rp. 25.000.000,- dan juga membayar bagi hasil kepada Bank
Rp.416.500.
Dalam PSAK 105 paragraf 9 menyatakan pengembalian dana
mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan pembayaran
bagi hasil kepada bank. Jadi dapat disimpulkan untuk transaksi pembayaran bagi
hasil yang ada di BPRS Sukowati Sragen sudah sesuai dengan PSAK 105
paragraf 9.
Dalam PSAK 105 paragraf 10: jika dari pengelolaan dana mudharabah
menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan
pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha
yang diperoleh selama periode akad.
BPRS Sukowati Sragen mengakui pendapatannya sesuai nisbah yang
telah disepakati yaitu sesuai yang teloah ditentukan dalam akad. Maka pencatatan
transaksi pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen
sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10.
4.3.3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah
Berikut ini contoh kasus tentang pembiayaan mudharabah di BPRS
Sukowati Sragen:
Surat permohonan nasabah bapak X :  xxx
Jenis permohonan : permohonan modal usaha
Nilai permohonan : Rp. 300.000.000,-
Jangka waktu : 12 bulan
Rencana penerimaan : Rp. 60.000.000/ bulan
Ekspektasi rate Bank Syariah : 20%
20% x Rp. 300.000.000 = Rp 60 juta/ tahun (Rp. 5.000.000/ bulan)
Nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing
Nisbah bagi hasil bank : ekspectasi rate : omset
= Rp. 5.000.000 : Rp. 60.000.0000
= 8,33%
Nisbah bagi hasil untuk Nasabah : 100% - 8,33% = 91,67%
Biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut antara
lain:
- Biaya administrasi Rp 180.000,-
- Biaya notaris Rp 600.000,-
- Biaya asuransi Rp 300.000,-
- Biaya materai Rp   24.000,-
1. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah
Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah
bapak X maka BPRS Sukowati Sragen akan melakukan pencaatan sebagai
berikut:
Rekening Debit Kredit
Investasi mudhrabah 300.000.000
Rekening bapak X 300.000.000
Berdasarkan wawancara dengan ibu wati beliau menyatakan bahwa BPRS
Sukowati Sragen mengakui dana mudharabah yang disalurkan kepada nasabah
sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan kas.
Dari hasil wawancara dan dokumen diatas dapat diketahui bahwa pihak
BPRS Sukowati mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada bapak X
sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan
bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 300.000.000 sebelah debit
serta bertambahnya rekening bapak X disebelah kredit sebesar Rp. 300.000.000.
Dalam PSAK 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh
pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau
penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.
Pada transaksi diatas sudah sesuai dengan PSAK 105 karena pihak bank
mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagaimana terdapat pada PSAK
105 paragraf 12.
2. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah
Dalam PSAK 105 paragraf 13 dijelaskan bahwa investasi mudharabah
dalam bentuk kas diukur sejumlah kas yang dibayarkan.
Jurnal penerimaan investasi dalam bentuk kas di BPRS Sukowati Sragen
adalah sebagai berikut:
Rekening Debit Kredit
Investasi mudhrabah 300.000.000
Rekening bapak X 300.000.000
Hasil wawancara dengan ibu wati menyatakan bahwa “kebijakan
pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS Sukowati
Sragen adalah cash basic, yaitu sejumlah uang yang diterima atau disalurkan
oleh bank.. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui dalam periode
terjadinya rugi tersebut, sedangkan jika kerugian terjadi karena kelalaian
pengelola dana atau nasabah maka kerugian tersebut diakui dalam periode
terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah”.
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen diatas dijelaskan bahwa
kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah pada BPRS Sukowati Sragen
akan diukur sejumlah uang yang dibayarkan. Dalam transaksi kasus pembiayaan
bapak X pihak bank selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang
diterima atau diserahkan. Maka dapat disimpulkan pihak bank telah melakukan
perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13.
3. Permulaan Transaksi Mudharabah
Dalam PSAK 105 paragraf 16 disebutkan bahwa transaksi mudharabah
dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal mudharabah diterima oleh
pengelola dana.
Pada transaksi diatas perlakuan akuntansi yang dilakukan pihak BPRS
Sukowati usaha mulai berjalan ketika pihak bank mencairkan dana mudharabah
kerekening bapak X, maka transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf
16.
4. Pengakuan Kerugian Transaksi Mudharabah
Dalam PSAK 105 paragraf 21 kerugian yang terjadi dalam suatu periode
sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk
penyisihan kerugian investasi.
Apabila dalam teransaksi diatas bapak X mengalami kerugian sebesar
Rp.10.000.000 (kerugian tersebut tidak dikategorikan kesalahan mudharib) maka
pihak bank akan membuat jurnal penyisihan kerugian invesasi. Adapun
pencatatan yang dilakukan BPRS Sukowati Sragen apabila terjadi kerugian
dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:
Rekening Debit Kredit
Beban penyisihan kerugian investasi
mudharabah
Rp. 10.000.000,-
Akm. penyisihan kerugian
mudharabah
Rp. 10.000.000,-
(pencatatan saat terjadi kerugian)
Rekening Debit Kredit
Akumulasi penyisihan kerugian
investasi mudharabah
Rp. 10.000.000,-
Investasi mudharabah Rp. 10.000.000,-
(pencatatan pada saat penghapus bukuan kerugian)
Pada transaksi mudharabah diatas apabila semisal bapak X mengalami
kerugian maka pihak bank akan membentuk penyisihan kerugian investasi untuk
mengakui kerugian yang terjadi.
Ketika dalam kasus pembiayaan mudharabah diatas bapak X mengalami
kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- maka pihak bank akan membuat jurnal
penyisihan kerugian investasi. Maka dilihat dari pencatatan jurnal penyisihan
kerugian investasi diatas, BPRS Sukowati Sragen telah melakukan pencatatan
yang sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21.
Pada saat BPRS Sukowati Sragen melakukan pencairan pembiayaan
mudharabah bersama itu pula biaya karena pencairan tersebut terjadi. Dalam hal
pengakuan biaya-biaya yang terjadi BPRS Sukowati mengakui biaya tersebut
dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi
karena adanya pencairan pembiayaan. Biaya-biaya yang terjadi karena adanya
proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara
mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan
mudharabah.
Seperti yang dikatakan ibu wati dalam wawancara mengenai pengakuan
pembiayaan mudharabah “ketika ada nasabah mengajukan pembiayaan
mudharabah ke BPRS Sukowati Sragen maka akan timbul biaya-biaya antara
lain biaya materai, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi. Biaya yang
timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut tidak mengurangi saldo
pembiayaan dan pihak bank mengakuinya sebesar jumlah yang muncul dari akad
yang terjadi.
Berdasarkan akad mudharabah antara BPRS Sukowai Sragen dengan
bapak X menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya akad tersebut. Pencatatan
biaya-biaya yang dilakukan BPRS Sukowati Sragen berkaitan dengan akad
adalah sebagai berikut:
Rekning Debit Kredit
Rekening nasabah Rp. 1.104.00.-
Biaya administrasi Rp. 180.000,-
Biaya notaris Rp. 600.000,-
Biaya premi asuransi Rp. 300.000,-
Biaya materai Rp. 24.000,-
Berdasarkan transaksi penjurnalan diatas, BPRS Sukowati mengakui
pembayaran yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah yang dilakukan
oleh nasabah diakui sebagia biaya. Bank mencatat dengan mendebitkan akun
rekening dan mengkreditkan akun biaya.
Seharusnya dalam pencatatan biaya yang timbul sehubungan dengan akad
mudharabah bank tidak mencatat seperti itu, karena dalam hal ini bank menerima
sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah, seharusnya bank mengakuinya sebagai
pendapatan dan utang.
Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh bank adalah dengan mendebit
akun rekening nasabah dan mengakui biaya-biaya sebagai pendapatan dan
hutang. Diakui sebagai pendapaan administrasi karena dalam hal ini bank
memperoleh sejumlah uang yang timbul akibat pelaksanaan administrasi yang
dilakukan oleh nasabah.
Untuk pembayaran notaris dan asuransi, BPRS Sukowati Sragen
mengakuinya hutang notaris dan hutang premi asuransi karena nantinya pihak
bank akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak notaris dan pihak
asuransi. Adapun biaya materai Rp 24.000 yang dibayar nasabah diakui dengan
mencatatnya sebagai persediaan alat tulis kantor (ATK) yang menunjukkan
bahwa pihak bank telah menggunakan materai sebagai alat dalam pelaksanaan
pembiayaan mudharabah. Jurnal yang seharusnya dibuat adalah:
Rekening Debit Kredit
Rekening nasabah Rp. 1.104.000,-
Pend. administrasi Rp. 180.000,-
Hutang notaris Rp. 600.000-,
Hutang premi asuransi Rp. 300.000-,
Persediaan ATK Rp. 24.000-,
Apabial dalam kasus pembiayaan mudharabah diatas bapak X terlambat
melakukan pembayaran pokok, maka pihak bank akan mengenakan denda 2%
diatas tingkat bagi hasil. Adapun jumlah denda yang harus dibayar adalah sebesar
2%xRp.416.500 = Rp. 8.330. maka jurnal yang harus dibuat bank adalah:
Rekening Debit Kredit
Piutang investasi Mudharabah jatuh
tempo
Rp. 25.424.830
Investasi mudharabah Rp. 25.424.830
Ketika bapak X membayar angsuran pokok, jurnal yang dibuat oleh pihak bank
adalah:
Rekening Debit Kredit
Rekening nasabah Rp. 25.242.830
Piutang investasi mudharabah
jatuh tempo
Rp. 25.424.830
5. Akad Mudharabah Berakhir
Dalam pSAK 105 paragraf 19 jika akad mudharabah berakhir sebelum
atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka
investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
BPRS Sukowati Sragen mengakui pembayaran angsuran yang terlambat
oleh bapak X sebagai piutang investasi yang jatuh tempo dan apabila bapak X
telah melakukan pembayaran angsuran yang terlambat maka pihak bank akan
melakukan penghapusan akun piutang investasi mudharabah. Sehingga dapat
disimpulkan untuk transaksi ini pihak bank telah melakukan pencatatan yang
sesuai dengan  PSAK 105 paragraf 19.
4.3.4. Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen
Dalam PSAK 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana
menyajikan investasi pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam laporan
keuangan pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat.
Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh BPRS
Sukowati Sragen disajikan di laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar
tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan
dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik
transaksi.
Dari pernyataan diatas diketahui bahwa BPRS Sukowati Sragen telah
mampu menerapkan penyajian mudharabah dengan benar, penyajian yang
diterapkan sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36.
4.3.5. Pengungkapan PembiayaanMudharabah di BPRS Sukowati Sragen
PSAK no 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana
mengungkapkan hal-hal terkait transaksi tidak terbatas, pada:
1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,
pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, dan lain-lain;
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan
keuangan syariah;
Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh
BPRS Sukowati Sragen disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam
kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif
yang diberikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, ikhtisar
perubahan penyisihan kerugian dan pengkapusan aktiva produktif dalam tahun
yang bersangkutan.
Dari pernyataan diatas BPRS Sukowati Sragen telah mampu
mengungkapkan berkaitan dengan mudharabah dengan benar. Hal ini sudah
sesuai dengan PSAK no 105 paragraf 38.
BAB V
PENUTUP
5.1.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil-hasil  penelitian yang dilakukan di BPRS Sukowati
Sragen tentang Analisis Penerapan PSAK no 105 tentang mudharabah maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
5.1.1. PembiayaanMudharabah di BPRS Sukowati
Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen diberikan kepada individu,
UMKM dan lembaga yang dinilai mampu mengelola dana dengan baik untuk
menjalankan usahanya. Nasabah harus benar-benar bertanggung jawab dalam
menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BPRS
Sukowati Sragen tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menerapkan prinsip
bagi hasil dan margin yang ditetapkan diawal. Selain menerapkan Mudharabah
murni BPRS Sukowati juga menerapkan sistem mudharabah wal murabahah.
Prosedur yang digunakan BPRS Sukowati cukup baik dan teliti sehingga
dapat meminimalisir erjadinya resiko dalam pembiayaan, mulai dari pengajuan
pembiayaan, survey, penandatanganan sampai dengan pencairan pembiayaan.
Pada dasarnya pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara pemilik
dana dengan pengelola dana yang penting prosentasenya ditetapkan diawal.
Dalam menentukan bagi hasil dan margin terjadi tawar menawar antara bank
dengan nasabah, dengan kisaran yang telah ditentukan oleh bank. Margin yang
ditetapkan oleh BPRS Sukowati Sragen menggunakan kisaran antara 5-30%
pertahun atau rata-rata 15-18% pertahun.
5.1.2. Kesesuaian Penerapan PSAK 105 pada BPRS Sukowati Sragen
Penerapan akuntansi syariah dalam produk pembiayaan mudharabah di
BPRS Sukowati telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi-
transaksi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat
dari pencatatan transaksi-transaksi yang dicatat oleh BPRS Sukowati.
Akan tetapi penerapan akuntansi pada pembagian hasil usaha menurut
PSAK 105 pembagian hasil usaha dihitung berdasarkan profit sharing, akan
tetapi BPRS Sukowati Sragen dalam menentukan besarnya bagi hasil lebih
cenderung menggunakan prinsip revenue sharing. Revenue sharing, secara
bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah
perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan
sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank,
biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi
dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank
karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya
operasional bank.
5.2.Saran
1. BPRS Sukowati Sragen diharapkan lebih konsisten dalam penerapan
PSAK 105 yang menjelaskan mengenai mudharabah.
2. Meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran dana kepada mudharib,
3. Melakukan penyebaran informasi mengenai bank syariah dengan
melakukan publikasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai
konsep syariah yang sejalan dengan prinsip perbankan yang memiliki
keunggulan terbukti dapat bertahan didalam krisis global
4. Diharapkan BPRS Sukowati Sragen lebih mengedepankan prinsip syariah,
tidak saja karena bahwa dengan ekonomi syariah pasti akan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Namun khususnya profesionalitas dalam
pengelolaan lembaga keuangan syariah harus lebih ditingkatkan agar
tercapai kesejahteraan dan kemashlahatan umat dalam bidang
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah.
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Lampiran 1
PANDUAN WAWANCARA
A. Profil dan Pembiayaan Akad Mudharabah di BPRS Sukowati sragen
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BPRS Sukowati Sragen?
2. Apa yang menjadi tujuan berdirinya BPRS Sukowati Sragen?
3. Kapan secara resmi BPRS Sukowati Sragen berdiri?
4. Bagaimana struktur organisasi BPRS Sukowati Sragen?
5. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS
Sukowati Sragen?
6. Bagaimana gambaran umum pembiayaan mudharabah?
7. Siapa dan untuk apa mudharabah diberikan?
8. Bagaimana prosedur pengajuan akad pembiayaan di BPRS
Sukowati Sragen?
B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BPRS Sukowati Sragen
1. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabah di BPRS Sukowati
Sragen?
2. Kenapa menggunakan sistem tersebut, dan apakah perbedaannya?
3. Kapan dana Mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah?
4. Apakah ada pembiayaan mudharabah selain dalam bentuk uang?
Jika ada bagaimana pencatatannya? Sejauh ini tidak ada mbak,
5. Kapan usaha Mudharabah dianggap berjalan?, usaha dianggap
mulai berjalan saat pencairan dana dilakukan
6. Bagaimana pengakuan kerugian mudharabah?
7. Bagaimana pengukuran di BPRS Sukowati?
8. Biaya yang timbul ketika nasabah mengajukan pembiayaan
mudharabah apakah mengurangi saldo mudhorabah atau
dibebankan kepada nasabah?
9. Bagaimana jika investasi mudharabah melebihi satu periode
pelaporan?
10. Bagaiman penyajian pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati
Sragen?
11. Bagaimana pengakuan pembiayaan mudharabah di BPRS
Sukowati Sragen?
Lampiran 2
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi September2017
Posisi September
2016
AKTIVA
1 Kas 572,316 485,487
2 Penempatan Pada Bank Indonesia 0 0
3 Penempatan Pada Bank Lain 41,227,720 26,784,525
4 Piutang Murabahah 105,844,616 72,243,612
5 Piutang Salam 0 0
6 Piutang Istishna' 0 0
7 Pembiayaan Mudharabah 796,551 1,696,806
8 Pembiayaan Musyarakah 319,431 184,787
9 Ijarah 0 0
10 Qardh 42,749 20,749
11 Piutang Multijasa 15,465,706 13,417,268
12 Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- 1,295,849 792,224
13 Aktiva Istishna' 0 0
14 Persediaan 0 0
15 Aktiva Tetap dan Inventaris 5,024,753 3,157,568
16 Akumulasi Pen ghapusan AktivaTetap -/- 2,361,753 1,955,147
17 Aktiva Lain-Lain 4,243,366 3,470,512
JUMLAH AKTIVA 169,879,606 118,713,943
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi September2017
Posisi September
2016
PASIVA
1 Kewajiban Segera 3,383,401 2,620,983
2 Tabungan Wadiah 21,569,818 13,333,245
3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia 0 0
4 Kewajiban Lain-Lain 50,049,882 28,994,156
5 Pembiayaan/Pinjaman YangDiterima 5,735,763 4,000,985
6 Pinjaman Subordinasi 0 0
7 Modal Pinjaman 0 0
8 Dana Investasi Tidak Terikat : 0 0
a. Tabungan Mudharabah 11,303,071 8,751,606
b. Deposito Mudharabah 60,688,170 45,826,400
9 Ekuitas : 0 0
a. Modal Disetor 10,035,000 10,035,000
b. Tambahan Modal Disetor 1,125,000 467,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva
Tetap 0 0
d. Cadangan 2,532,711 2,005,580
e. Saldo Laba(Rugi) 3,456,790 2,678,988
JUMLAH PASIVA 169,879,606 118,713,943
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2017
Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos
Posisi
September
2017
Posisi
September
2016
I PENDAPATAN OPERASIONAL 20,166,736 15,269,036
1. Pendapatan Operasional dari
Penyaluran Dana 19,446,216 14,828,764
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 18,479,613 14,134,974
b. Dari Bank Indonesia 0 0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia 966,603 693,790
2. Pendapatan Operasional Lainnya 720,520 440,272
II BAGI HASIL KEPADA PEMILIKDANA -/- 8,139,338 5,789,157
1. Pihak Ketiga Bukan Bank 5,349,628 4,202,088
a. Tabungan Mudharabah 627,710 525,131
b. Deposito Mudharabah 4,349,702 3,557,556
c. Lainnya 372,216 119,401
2. Bank Indonesia 0 0
3. Bank - bank lain 2,789,710 1,587,069
III
PENDAPATAN OPERASIONAL
SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I
- II)
12,027,398 9,479,879
IV BEBAN OPERASIONAL 7,682,267 6,159,738
1. Bonus Titipan Wadiah 421,002 408,725
2. Beban Administrasi dan Umum 2,019,479 1,788,295
3. Beban Personalia 4,371,870 3,588,146
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif 375,702 15,121
5. Lainnya 494,214 359,451
V LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) 4,345,131 3,320,141
VI PENDAPATAN NON OPERASIONAL 98,854 83,489
VII BEBAN NON OPERASIONAL 155,930 94,207
VIII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 4,288,055 3,309,423
IX ZAKAT 0 0
X TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 831,265 630,435
XI LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 3,456,790 2,678,988
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2017
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
Portofolio A
(Ribuan Rp)
Portofolio B
(Ribuan Rp)
Total
(Ribuan Rp)
Keterangan September 2017
Septembe
r 2016
Septembe
r 2017
Septembe
r 2016
Septembe
r 2017
Septembe
r 2016
INFORMASI
AWAL
PERIODE
- - - - - -
Saldo Awal 0 0 0 0 0 0
INFORMASI
PERIODE
BERJALAN
- - - - - -
Penerimaan
Dana 0 0 0 0 0 0
Penarikan
Dana -/- 0 0 0 0 0 0
Keuntungan
(rugi)
Investasi
0 0 0 0 0 0
Beban/Biaya -
/- 0 0 0 0 0 0
Fee/Penerima
an Bank -/- 0 0 0 0 0 0
INFORMASI
AKHIR
PERIODE
- - - - - -
Saldo Akhir - - - - - -
Pengurus Bank Pemilik Bank
Dewan Komisaris: Pemegang Saham:
Dr. Amin Wahyudi,
M.M
Tri Darsono, S.Sos,
M.M
H. Achmad Zaini (4.16%)
Suyatmi (4.98%)
Sunaryo (4.46%)
Drs. H. Soeparyo, M. Ag (1.84%)
Anik Tulasminingsih (1.84%)
Direksi:
Drs. H. Soeparyo,
M.Ag
KH. Minanul Azis, M.
Ud
Ir. Sunaryo
Fakhruddin Nur, S. Si
Pemegang Saham Pengendali:
Pemkab Sragen an. Bupati Sragen dr. Kusdinar Untun
(82.72%)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi
BPRS
* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan
nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
Provinsi Jawa Tengah, 30 - September-2017
DIREKSI
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Juni-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Juni 2017 Posisi Juni 2016
AKTIVA
1 Kas 467,824 589,098
2 Penempatan Pada Bank Indonesia 0 0
3 Penempatan Pada Bank Lain 32,910,157 20,832,754
4 Piutang Murabahah 104,462,804 72,912,643
5 Piutang Salam 0 0
6 Piutang Istishna' 0 0
7 Pembiayaan Mudharabah 869,444 1,717,361
8 Pembiayaan Musyarakah 337,913 200,572
9 Ijarah 0 0
10 Qardh 50,749 20,749
11 Piutang Multijasa 16,057,235 12,552,712
12 Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- 1,267,877 777,224
13 Aktiva Istishna' 0 0
14 Persediaan 0 0
15 Aktiva Tetap dan Inventaris 4,112,753 3,127,733
16 Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/- 2,254,421 1,853,552
17 Aktiva Lain-Lain 4,110,476 4,380,808
JUMLAH AKTIVA 159,857,057 113,703,654
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Juni-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Juni 2017 Posisi Juni 2016
PASIVA
1 Kewajiban Segera 3,351,296 2,902,209
2 Tabungan Wadiah 16,169,322 12,109,386
3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia 0 0
4 Kewajiban Lain-Lain 48,516,783 28,947,890
5 Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 6,499,185 4,387,000
6 Pinjaman Subordinasi 0 0
7 Modal Pinjaman 0 0
8 Dana Investasi Tidak Terikat : 0 0
a. Tabungan Mudharabah 11,012,336 7,603,689
b. Deposito Mudharabah 58,110,920 43,983,900
9 Ekuitas : 0 0
a. Modal Disetor 10,035,000 10,035,000
b. Tambahan Modal Disetor 1,125,000 0
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 0 0
d. Cadangan 2,532,711 2,005,580
e. Saldo Laba(Rugi) 2,504,504 1,729,000
JUMLAH PASIVA 159,857,057 113,703,654
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Juni-2017
Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Juni2017
Posisi Juni
2016
I PENDAPATAN OPERASIONAL 13,238,398 9,712,103
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran
Dana 12,746,819 9,444,557
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 12,155,406 8,999,654
b. Dari Bank Indonesia 0 0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia 591,413 444,903
2. Pendapatan Operasional Lainnya 491,579 267,546
II BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/- 5,074,311 3,603,774
1. Pihak Ketiga Bukan Bank 3,475,643 2,694,322
a. Tabungan Mudharabah 418,105 347,353
b. Deposito Mudharabah 2,805,059 2,301,346
c. Lainnya 252,479 45,623
2. Bank Indonesia 0 0
3. Bank - bank lain 1,598,668 909,452
III PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAHDISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II) 8,164,087 6,108,329
IV BEBAN OPERASIONAL 5,215,734 4,018,187
1. Bonus Titipan Wadiah 275,259 283,627
2. Beban Administrasi dan Umum 1,288,665 1,214,179
3. Beban Personalia 3,112,266 2,295,812
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif 276,048 0
5. Lainnya 263,496 224,569
V LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) 2,948,353 2,090,142
VI PENDAPATAN NON OPERASIONAL 73,023 66,769
VII BEBAN NON OPERASIONAL 43,338 48,982
VIII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 2,978,038 2,107,929
IX ZAKAT 0 0
X TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 473,534 378,929
XI LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2,504,504 1,729,000
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Juni-2017
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
Portofolio A
(Ribuan Rp)
Portofolio B
(Ribuan Rp)
Total
(Ribuan Rp)
Keterangan June2017
June
2016
June
2017
June
2016
June
2017
June
2016
INFORMASI AWAL
PERIODE - - - - - -
Saldo Awal 0 0 0 0 0 0
INFORMASI PERIODE
BERJALAN - - - - - -
Penerimaan Dana 0 0 0 0 0 0
Penarikan Dana -/- 0 0 0 0 0 0
Keuntungan (rugi) Investasi 0 0 0 0 0 0
Beban/Biaya -/- 0 0 0 0 0 0
Fee/Penerimaan Bank -/- 0 0 0 0 0 0
INFORMASI AKHIR
PERIODE - - - - - -
Saldo Akhir - - - - - -
Pengurus Bank Pemilik Bank
Dewan Komisaris:
Dr. Amin Wahyudi,
MM
Tri Darsono, S.Sos,
MM
Pemegang Saham:
H. Achmad Zaini (4.16%)
Suyatmi (4.98%)
Sunaryo (4.46%)
Drs. H. Soeparyo, M. Ag (1.84%)
Anik Tulasminingsih (1.84%)
Direksi:
Drs. H. Soeparyo.
M.Ag
KH. Minanul Azis,
M.Ud
Ir. Sunaryo
Fakhruddin Nur, S. Si
Pemegang Saham Pengendali:
Pemkab Sragen an. Bupati Sragen dr. Kusdinar Untun
(82.72%)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi
BPRS
* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan
nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
Provinsi Jawa Tengah, 30 - Juni-2017
DIREKSI
PT BPRS Sukowati Sragen
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Maret-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Maret2017
Posisi Maret
2016
AKTIVA
1 Kas 447,539 447,711
2 Penempatan Pada Bank Indonesia 0 0
3 Penempatan Pada Bank Lain 25,202,785 27,043,961
4 Piutang Murabahah 96,885,849 65,491,940
5 Piutang Salam 0 0
6 Piutang Istishna' 0 0
7 Pembiayaan Mudharabah 400,000 1,575,694
8 Pembiayaan Musyarakah 363,752 66,667
9 Ijarah 0 0
10 Qardh 20,749 22,430
11 Piutang Multijasa 15,617,551 11,287,887
12 Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- 1,194,877 777,224
13 Aktiva Istishna' 0 0
14 Persediaan 0 0
15 Aktiva Tetap dan Inventaris 3,546,156 3,096,554
16 Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap-/- 2,155,262 1,747,143
17 Aktiva Lain-Lain 3,203,512 4,466,193
JUMLAH AKTIVA 142,337,754 110,974,670
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Maret-2017
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Maret2017
Posisi Maret
2016
PASIVA
1 Kewajiban Segera 3,240,281 3,097,978
2 Tabungan Wadiah 17,757,906 14,786,356
3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia 0 0
4 Kewajiban Lain-Lain 35,159,584 26,903,031
5 Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 7,212,027 2,053,654
6 Pinjaman Subordinasi 0 0
7 Modal Pinjaman 0 0
8 Dana Investasi Tidak Terikat : 0 0
a. Tabungan Mudharabah 11,264,020 8,615,519
b. Deposito Mudharabah 52,763,100 42,675,750
9 Ekuitas : 0 0
a. Modal Disetor 10,035,000 8,386,000
b. Tambahan Modal Disetor 1,125,000 1,649,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva
Tetap 0 0
d. Cadangan 2,532,711 2,005,580
e. Saldo Laba(Rugi) 1,248,125 801,802
JUMLAH PASIVA 142,337,754 110,974,670
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: Maret-2017
Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi Maret2017
Posisi Maret
2016
I PENDAPATAN OPERASIONAL 6,704,360 4,524,986
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran
Dana 6,417,220 4,408,688
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 6,130,314 4,209,592
b. Dari Bank Indonesia 0 0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia 286,906 199,096
2. Pendapatan Operasional Lainnya 287,140 116,298
II BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/- 2,462,405 1,596,984
1. Pihak Ketiga Bukan Bank 1,761,317 1,290,159
a. Tabungan Mudharabah 214,345 167,691
b. Deposito Mudharabah 1,419,202 1,092,919
c. Lainnya 127,770 29,549
2. Bank Indonesia 0 0
3. Bank - bank lain 701,088 306,825
III PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH 4,241,955 2,928,002
DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)
IV BEBAN OPERASIONAL 2,874,965 1,966,004
1. Bonus Titipan Wadiah 138,574 152,374
2. Beban Administrasi dan Umum 586,297 587,601
3. Beban Personalia 1,818,482 1,127,841
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif 203,048 0
5. Lainnya 128,564 98,188
V LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) 1,366,990 961,998
VI PENDAPATAN NON OPERASIONAL 50,312 17,628
VII BEBAN NON OPERASIONAL 14,873 9,309
VIII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 1,402,429 970,317
IX ZAKAT 0 0
X TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 154,304 168,515
XI LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,248,125 801,802
Pengurus Bank Pemilik Bank
Dewan Komisaris:
Dr. Amin Wahyudi, MM
Drs. H. Alfian Noor Sofyan,
MM
Pemegang Saham:
Achmad Zaini (4.16%)
Suyatmi (4.98%)
Sunaryo (4.46%)
Drs. Soeparyo, MA (1.84%)
Anik Tulasminingsih (1.84%)
Direksi:
Drs. H. Soeparyo. M.Ag
KH. Minanul Azis, M.Ud
Ir. Sunaryo
Fakhruddin Nur, S. Si
Pemegang Saham Pengendali:
Pemkab Sragen an. Bupati Sragen dr. Kusdinar
Untun (82.72%)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi
BPRS
* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan
nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
Provinsi Jawa Tengah, 31 - Maret-2017
DIREKSI
PT BPRS Sukowati Sragen
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2011
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi September2011
Posisi September
2010
AKTIVA
1 Kas 121,953 76,824
2 Penempatan Pada Bank Indonesia 0 0
3 Penempatan Pada Bank Lain 6,784,880 5,507,039
4 Piutang Murabahah 20,319,095 18,550,176
5 Piutang Salam 0 0
6 Piutang Istishna' 0 0
7 Pembiayaan Mudharabah 2,314,583 1,171,578
8 Pembiayaan Musyarakah 453,953 716,000
9 Ijarah 0 0
10 Qardh 3,593,900 1,552,800
11 Piutang Multijasa 2,669,359 934,373
12 Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- 189,294 154,332
13 Aktiva Istishna' 0 0
14 Persediaan 0 0
15 Aktiva Tetap dan Inventaris 937,737 546,971
16 Akumulasi Penghapusan AktivaTetap -/- 374,538 219,950
17 Aktiva Lain-Lain 837,090 863,481
JUMLAH AKTIVA 37,468,718 29,544,960
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2011
Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos Posisi September2011
Posisi September
2010
PASIVA
1 Kewajiban Segera 817,036 611,019
2 Tabungan Wadiah 4,990,876 5,018,842
3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia 0 0
4 Kewajiban Lain-Lain 16,172,908 8,807,556
5 Pembiayaan/Pinjaman YangDiterima 1,875,000 1,958,333
6 Pinjaman Subordinasi 0 0
7 Modal Pinjaman 0 0
8 Dana Investasi Tidak Terikat : 0 -
a. Tabungan Mudharabah 1,249,147 677,356
b. Deposito Mudharabah 7,756,500 7,861,500
9 Ekuitas : 0 -
a. Modal Disetor 3,600,000 3,600,000
b. Tambahan Modal Disetor 0 0
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva
Tetap 0 0
d. Cadangan 340,918 127,643
e. Saldo Laba(Rugi) 666,333 882,711
JUMLAH PASIVA 37,468,718 29,544,960
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2011
Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)
No Pos-pos
Posisi
September
2011
Posisi
September
2010
I PENDAPATAN OPERASIONAL 5,210,462 3,944,280
1. Pendapatan Operasional dari
Penyaluran Dana 4,913,779 3,671,665
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 4,672,873 3,523,396
b. Dari Bank Indonesia 0 0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia 240,906 148,269
2. Pendapatan Operasional Lainnya 296,683 272,615
II BAGI HASIL KEPADA PEMILIKDANA -/- 2,090,245 1,283,189
1. Pihak Ketiga Bukan Bank 822,428 0
a. Tabungan Mudharabah 64,971 33,928
b. Deposito Mudharabah 667,865 713,121
c. Lainnya 89,592 77,007
2. Bank Indonesia 0 0
3. Bank - bank lain 1,267,817 459,133
III
PENDAPATAN OPERASIONAL
SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I
- II)
3,120,217 2,661,091
IV BEBAN OPERASIONAL 2,307,189 1,698,348
1. Bonus Titipan Wadiah 167,643 175,301
2. Beban Administrasi dan Umum 580,265 501,560
3. Beban Personalia 1,364,237 977,023
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif 27,962 23,806
5. Lainnya 167,082 20,658
V LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) 813,028 962,743
VI PENDAPATAN NON OPERASIONAL 12,354 44,108
VII BEBAN NON OPERASIONAL 21,954 10,276
VIII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 803,428 996,575
IX ZAKAT 0 0
X TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 137,095 113,864
XI LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 666,333 882,711
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Sukowati Sragen
JL. RAYA SUKOWATI NO 348 SRAGEN
Periode: September-2011
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
Portofolio A
(Ribuan Rp)
Portofolio B
(Ribuan Rp)
Total
(Ribuan Rp)
Keterangan September 2011
Septembe
r 2010
Septembe
r 2011
Septembe
r 2010
Septembe
r 2011
Septembe
r 2010
INFORMASI
AWAL
PERIODE
- - - - - -
Saldo Awal 0 0 0 0 0 0
INFORMASI
PERIODE
BERJALAN
- - - - - -
Penerimaan
Dana 0 0 0 0 0 0
Penarikan
Dana -/- 0 0 0 0 0 0
Keuntungan
(rugi)
Investasi
0 0 0 0 0 0
Beban/Biaya -
/- 0 0 0 0 0 0
Fee/Penerima 0 0 0 0 0 0
an Bank -/-
INFORMASI
AKHIR
PERIODE
- - - - - -
Saldo Akhir - - - - - -
Pengurus Bank Pemilik Bank
Dewan Komisaris:
MUSDIMAN, SE. MM
DRS. RUWIYATMO,
MM
Pemegang Saham:
PEMKAB SRAGEN AN BUPATI SRAGEN AGUS
FATCHUR RAHMAN (83.34%)
ACHMAD ZAINI (6.94%)
SUYATMI (6.94%)
SUNARYO (2.78%)
Direksi:
DRS. H. SOEPARYO,
M.AG.
KH. MINANUL AZIZ,
S.AG.
SUNARYO
FAKHRUDDIN
Pemegang Saham Pengendali:
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit
* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi
BPRS
* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan
nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)
Provinsi Jawa Tengah, 30 - September-2011
DIREKSI
PT BPRS Sukowati Sragen
Lampiran 3
JADWAL PENELITIAN
No
Bulan Januari Febtuari Maret April Mei Juni
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan
Proposal X X X X
2 Konsultasi X X X X X X X X X X X X X X X
3 Revisi
proposal X X X X X
X X
4 Pengumpulan
Data X X X
5 Analisis Data X
6 Penulisan
akhir naskah
skripsi
X X X X
7 Pendaftaran
munaqosah X
8 Munaqosah X
9 Revisi
Skripsi X X
Lampiran 3
JADWAL PENELITIAN
No
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan
Proposal
2 Konsultasi X X X X X X X X X X X X X X
3 Revisi
proposal X X X X X
4 Pengumpulan
Data
X
X X X X X
5 Analisis Data X X
6 Penulisan
akhir naskah
skripsi
X X X X X
7 Pendaftaran
munaqosah
X
8 Munaqosah X X
9 Revisi
Skripsi
Lampiran 4
Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup
Nama : Dian Puspitasari
Tempat,Tanggal lahir : Sragen, 01 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Galeh Rt 02/ Rw 01, Galeh, Tangen, Sragen
No. Hp : 085725470630
IPK terakhir : 3,23
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 2 Galeh
MTsN Filial Popongan
MA AL Manshur Popongan
IAIN Surakarta
